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Pemerintah dalam melaksanakan APBN Tahun Anggaran 2020 
mengupayakan pemenuhan sasaran pembangunan yang 
berkualitas, yaitu dalam bentuk: 

a) penurunan kemiskinan menjadi sebesar 8,5% - 9,0%;

b) tingkat pengangguran terbuka menjadi sebesar 4,8% - 5,0%;

c) penurunan Gini Ratio menjadi sebesar 0,375 - 0,380; dan

d) peningkatan Indeks Pembangunan Manusia mencapai 72,51

Pasal 46 UU APBN 2020

BJ-IPB

1/3 utk Dana Instansi Vertikal & TP

1/3 untuk Dana Transfer Ke Daerah & dana Desa (APBD, APBDes)

APBN 2020
856.945.321.424 (Ribuan Rp)

2.540.422.500.559 (Ribuan Rp)

Kebijakan
(Action) utk
pencegahan
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penanganan
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Bagaimana mengukur Efektifitas PKD?
(Asas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah)

•Secara normatif, “kualitas belanja” mengacu pada
ketentuan PP No 58/2005 Pasal 4(1) yang
berbunyi :

“Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat 
pada peraturan perundang-undangan, 

efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan 
bertanggung jawab dengan memperhatikan 

asas keadilan, kepatutan, dan manfaat 
untuk masyarakat”. 
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UU 23/2014 tentang PemDa, 
Pasal 280 (2):
Kewajiban penyelenggara
Pemerintahan Daerah dalam
pengelolaan keuangan
Daerah meliputi:

PP No 58/2005 :

Keuangan daerah dikelola secara tertib, 

taat pada peraturan perundang-undangan, 

efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan 

bertanggung jawab (Pasal 4)

Pasal 182 dan 194 : Tata Cara 

Penyusunan Rencana dan Anggaran

diatur melalui PP

Pasal 69 dan 86 : Pengelolaan

keuangan daerah lebih lanjut diatur

dalam PP

Pasal 156:

Kekuasaan Pengelolaan Keuangan

Daerah :

1Perencanaan

2Pelaksanaan

3Penatausahaan

4Pelaporan

5Pertanggungjawaban

6Pengawasan

Pasal 66 : keuangan daerah dikelola

secara tertib, taat pada peraturan

perundang-undangan, efisien, ekonomis, 

efektif, transparan, dan bertanggung

jawab dengan memperhatikan keadilan,  

kepatutan, dan manfaat untuk

masyarakat.perencanaan, penguasaan, 

penggunaan, pertanggungjawaban, dan

pengawasan.

UU No 17/2003 ttg Keuangan Negara 

Pasal 3 : Keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, 

efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa 

keadilan dan kepatutan.

UU No. 32/2004 (UU No23/2014)

tentang Pemerintahan Daerah

UU No. 33/2004 tentang Perimbangan 

Keuangan 

a. mengelola dana secara
efektif, efisien, transparan
dan akuntabel;

b. menyinkronkan
pencapaian sasaran
program Daerah dalam
APBD dengan program 
Pemerintah Pusat; dan

c. melaporkan realisasi
pendanaan Urusan
Pemerintahan yang 
ditugaskan sebagai
pelaksanaan dari Tugas
Pembantuan.
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Tepat waktu realisasi

belanja
2

Tepat waktu penetapan 

APBD1

Tepat waktu realisasi 

pendapatan
3

Ketepatan Waktu

Akuntabilitas & Transparansi

Opini BPK5
Dapat Dipertang-

gungjawabkan6
Dapat diakses

publik/Transparansi7

Disiplin

Prioritas

Daerah

4
Alokasi belanja

modal
8

Alokasi blj

pegawai
10

Alokasi belanja

subsidi, Hibah, 

Bansos
9

Ketepatan Alokasi Belanja

Ekonomis/ Efisiensi
11 Efektivitas12

Cost Efficient & Effectiveness

Belanja Berkualitas adalah belanja yang dialokasikan berdasarkan 
prioritas pembangunan daerah yang dilakukan secara efisien dan efektif,  

tepat waktu, transparan dan akuntabel (Juanda et al, 2014)
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Klasifikasi Urusan Pemerintahan

UU RI NO 23 Tahun 2014  Tentang Pemerintahan Daerah

ABSOLUT
1. Politik Luar Negeri
2. Pertahanan
3. Keamanan
4. Moneter dan fiskal
5. Yustisi
6. Agama

KONGKUREN PEMERINTAHAN UMUM

WAJIB
PILIHAN

NON Pelayanan Dasar
1. Tenaga Kerja
2. Pemberdayaan Permpuan dan Perlindungan anak
3. Pangan
4. Pertanahan
5. Lingkungan hidup
6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan sipil
7. Pemberdayaan masyarakat dan Desa
8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
9. Perhubungan
10. Komunikasi dan Informatika
11. Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
12. Penanaman Modal
13. Kepemudaan dan Olah raga
14. Statistik
15. Persandian
16. Kebudayaan
17. Perpustakaan 18. Kearsipan

Berkaitan dengan
Pelayanan Dasar

1. Pendidikan
2. Kesehatan
3. Pekerjaan UMUM dan

Penataan Ruang
4. Perumahan Rakyat dan

kawasan Permukiman
5. Ketentraman, 

Ketretiban Umum dan
Perlindungan
Masyarakat.

6. Sosial

1. Kelautan dan
Perikanan

2. Pariwisata
3. Pertanian
4. Kehutanan
5. Energi dan

Sumberdaya Mineral
6. Perdagangan
7. Perindustrian
8. Tranmigrasi

PP 2/2018
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Penilaian Urutan Indikator Belanja Berkualitas

KABUPATEN/KOTA PROVINSI
KABUPATEN/KOTA+

PROVINSI

Opini BPK 1 Opini BPK 1 Opini BPK 1

Pertanggungjawaban 2 Belanja ekonomis/efisien 2 Pertanggungjawaban 2

Disiplin prioritas 3 Porsi blj pegawai 3 Disiplin prioritas 3

Transparansi 4 Alokasi blj modal 4 Transparansi 4

Realisasi belanja 6 Transparansi 5 Belanja Efekif 5

Ketepatan APBD 7 Pertanggungjawaban 6 Realisasi belanja 6

Alokasi blj modal 8 Ketepatan APBD 7 Alokasi blj modal 8

Belanja ekonomis/efisien 9 Belanja Efekif 8 Ketepatan APBD 7

Realisasi pendapatan 11 Disiplin prioritas 9 Belanja ekonomis/efisien 9

Porsi blj pegawai 11 Realisasi belanja 10 Realisasi pendapatan 11

Belanja subsidi 12 Realisasi pendapatan 11 Porsi blj pegawai 11

Belanja Efekif 12 Belanja subsidi 12 Belanja subsidi 12

(Juanda, Halim, Azis dan Kaiwai, 2014)



Rencana keuangan tahunan
pemerintahan daerah yang 
dibahas dan disetujui
bersama oleh Pemerintah
daerah dan DPRD, dan
ditetapkan dengan
Peraturan Daerah

Apa itu APBD? 

BJ-IPB
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Suatu sistem anggaran yang :

mengutamakan upaya pencapaian
hasil kerja atau output

dari perencanaan alokasi biaya atau
input yang ditetapkan

dengan menggunakan pengukuran
kinerja yang jelas dan terukur

Anggaran Berbasis Kinerja

(Performace Based Budget)

BJ-IPB



Anggaran Berbasis Kinerja (misal: SPM)

BJ-IPB
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Secara transparan akan mengungkapkan
kinerja Pemerintah Daerah atau Unit Kerja
melalui informasi program dan kegiatan
pelayanan kepada masyarakat dan
pembangunan Daerah yang melibatkan
masyarakat/wakil masyarakat dalam
proses penyusunan dan pelaksanaannya

Akan dapat dipertanggung jawabkan
setiap sumber dana yang digunakan
melalui indikator kinerja dan pencapaian
standar pelayanan yang ditetapkan

Mengapa ABK?

BJ-IPB
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Value for money (3E)
Efektifitas

Efisiensi

Ekonomis

Good Governance
Partisipasi

Transparansi

Akuntabilitas

BJ-IPB
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• Penjaringan Aspirasi 
Masyarakat (Jaring Asmara)

• Arah dan Kebijakan Umum 
APBD dan Strategi dan 
Prioritas APBD

• Estimasi Pendapatan dan 
Plafond Anggaran

• Instruksi Anggaran Untuk 
Unit Kerja

• Penyusunan dan Pengajuan 
Usulan Anggaran oleh Unit 
Kerja

• Pembahasan oleh Tim 
Anggaran Eksekutif

• Pengajuan RAPBD ke 
Dewan

• Pembahasan RAPBD 
oleh Panitia Anggaran 
DPRD

• Public Hearing

• Pengesahan APBD

• Sosialisasi APBD

• Administrasi 
Anggaran

BJ-IPB
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SUSUNAN APBD
APBD

Anggaran

Pendapatan

Anggaran 

Belanja
Pembiayaan

PAD

Dana Perimbangan

Lain-lain 

pendapatan yang 

sah.

Rincian belanja daerah menurut organisasi 

disesuaikan dengan susunan peringkat daerah / 

lembaga teknis daerah.

Rincian belanja daerah menurut fungsi antara lain 

terdiri dari pelayanan umum, ketertiban dan 

keamanan, ekonomi, lingkungan hidup, perumahan 

dan fasilitas umum, kesehatan, pariwisata, budaya, 

agama, pendidikan, serta perlindungan sosial.

Rincian belanja daerah menurut jenis belanja (sifat 

ekonomi) antara lain terdiri dari belanja pegawai, 

belanja barang, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, 

dan bantuan sosial.

BJ-IPB



DPRD

PENYUSUNAN APBD

Kepala Satuan Kerja 

Perangkat Daerah

Berdasarkan

Prestasi kerja 
yang akan 
dicapai

Pembahasan dalam 

pembicaraan pendahuluan 

RAPBD

Hasil pembahasan 

Rencana Kerja dan 

Anggaran 

Pejabat Pengelola 

Keuangan Daerah

Bahan 

penyusunan 

Rancangan Perda 

tentang APBD 

tahun berikutnya 

2

BJ-IPB
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PENETAPAN APBD

Pemerintah 

Daerah

Pengajuan pada 

minggu pertama 

bulan Oktober 

tahun sebelumnya

DPRD

Pembahasan 

Rancangan Peraturan 

Daerah tentang APBD

Pengambilan 

Keputusan 

APBD 

disetujui

BJ-IPB



LANDASAN HUKUM KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN 
DAERAH

UU 

17/2003

KeuNeg

UU 1/2004 Perbend Negara

UU 15/2004 Pemeriksaan
UUD 

1945
UU 25/2004 Sistem PPN

UU 33/2004

UU 32/2004

PP 58/2005 PKD

PP 55/2005 DaPer

PP 56/2005 SIKD

PP 27/2014 Pengelolaan Barang MND

PP 23/2005 PK BLU

 RPP PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH (Amanah UU 23/2014) MERUPAKAN PENGGANTI PP NO. 58 TAHUN 2005 
TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH.

 PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH MERUPAKAN SUB-SISTEM DARI PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA 
SEHINGGA KEMENDAGRI PERLU MENGKORDINASIKAN ATAU SINERGI DENGAN KEMENKEU (RUU HPKPD)

Pasal 330 UU 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah:

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan, 

pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, 

pengawasan dan pertanggungjawaban keuangan 

Daerah diatur dengan peraturan pemerintah.

Pasal 410 UU 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah:

Peraturan pelaksanaan dari Undang-

Undang ini harus ditetapkan paling lama 2 

(dua) tahun terhitung sejak UU 23 Tahun 

2014 diundangkan.

BJ-IPB
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Hubungan Berbagai Dokumen Perencanaan Pembangunan 
(Menurut UU No. 25/2004)

RPJP Nasional

RPJM Nasional

RPJP Daerah

RKP Nasional

RPJM Daerah

RKP Daerah

Renstra-KL Renstra-SKPD

Renja-SKPDRenja-KL

 20 tahun

 5 tahun

 5 tahun

 1 tahun

 1 tahun

Perencanaan Pembangunan (1/2)

BJ-IPB
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Skema Perencanaan dan Penganggaran: Pusat dan Daerah

Pemerintah 
Pusat

RPJM Nas.RPJP Nas.

Renstra KL Renja KL Anggaran KL

RKP  Nas. R-APBN

Daftar APBN

APBN

Pemerintah 
Daerah

Renstra SKPD

RPJP Drh RPJM Drh RKP Drh R-APBD

Renja SKPD Anggaran SKPD

APBD

Daftar APBD

Berpedoman pada UU No. 25/2004 Berpedoman pada UU No. 17/2003

Didiskusikan melalui Musrenbang

Perencanaan Pembangunan (2/2)

BJ-IPB
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DAU

DBH

DAK
Reguler

DAK 
Afirmasi

DAK 
Penugasan

PAD, 
Lainnya

Sumber
Dana

Pembangunan 

jalan non 

status 

penghubung 

antar desa

Outcome SD-Goals Output

Jangka Pendek Jangka

Menengah

Pengadaan 

moda 

transportasi 

darat

Kegiatan

Pengadaan 

moda 

transportasi 

perairan

Pembangunan 

tambatan 

perahu

Pendidikan, Kesehatan, 

Sanitasi, Air Minum, 

Pemukiman_perumaha

n

Panjang jalan dan 
jembatan non 

status

Meningkatnya 
moda 

transportasi 
darat

Meningkatnya 
moda 

transportasi 
perairan

Meningkatnya 
tambatan perahu 
(dermaga rakyat)

Jangka

Panjang

Terciptanya 
sinkronisasi 

kegiatan dan 
koordinasi 

kelembagaan 
antar OPD 

pengelola DAK 
Afirmasi

Meningkatkan

kualitas 

layanan 

transportasi 

Pengentasan 

kesenjangan 

antar wilayah

Meningkatnya 

aksesibilitas di 

daerah 3T dan 

Papua

1.Pembangunan 
Sosial

2.Pembangunan 
Lingkungan

3.Pembangunan 
Ekonomi

Meningkatny

a tata kelola 

dalam 

perencanaan, 

pelaksanaan 

dan 

pengendalian 

DAK Afirmasi

Meningkatnya 
pergerakan 

barang/penum
pang dari 

pusat 
pelayanan 
dasar dan 

pemerintahan 
serta pusat 

produksi dan 
distribusi ke 

daerah 3T dan 
Papua

Renovasi 

jembatan 

gantung

Keterkaitan antar Input, Kegiatan, Output, Outcome & SD_Goal

BJ-IPB



Kualifikasi &
Sertifikasi guru

Sekolah/Penduduk (SD 

& SMP)

Proporsi murid 
Kls 1 SD yg tamat

APM 
(SMP)

AMH
15-24

APS 
SMP

RLS

INPUT PROCESS OUTPUT OUTCOME

Keterkaitan Antar (Levelling) Indikator SPM Pendidikan

Ket. Warna Indikator:
SPM       SIPD   MDGs    IPM

• Buku 
teks/murid

• Buku pengaya 
& ref.

• Set peraga IPA 
SD

• Jarak sekolah
• Rombel
• Ruang Lab SMP
• Ruang guru & 

kespsek
• Kual & sert 

kepsek
• Kual & sert 

pengawas

• Kurikulum
• RPP
• Kunj pengawas
• Guru/sekolah
• Guru SMP/mt pljran

• Prog.penilaian
• Supervisi kepsek
• Lap hasil evaluasi dari guru
• Lap UAS/UKK/US/UN
• Penerapan MBS
• Jam kerja guru  37,5 jam/minggu
• Jam proses pembelajaran

guru/murid
(SD & SMP)

BJ-IPB



Data yang perlu dikumpulkan dan didokumentasikan
dalam pemenuhan pelayanan dasar Bidang Pendidikan

(Kordinasi Provinsi dan Kabupaten/Kota)

SPM Kab/Kota
SPM Provinsi

+PAUD

PP No.2/2018 tentang SPM

BJ-IPB



Structural Equation Model

Kualitas
Belanja Daerah

A. PRIORITAS

A1 = Konsistensi prioritas 

A2 = Implementasi SPM

A3 = Prioritas Renja SKPD

A4 = Prioritas RKA SKPD

A5 = Prioritas DPA SKPD

B. ALOKASI

B1 = Proporsi bel. pegawai

B2 = Proporsi bel. barang dan jasa

B3 = Proporsi bel. modal

B4 = Proporsi bel. subsidi, hibah dan bansos

B5 = Serapan bel. pendidikan

B6 = Serapan bel. kesehatan

B7 = Serapan bel. pekerjaan umum

B8 = Serapan bel. ekonomi

C. WAKTU

C1 = Perda APBD

C2 = Laporan Keuangan

C3 = Laporan LPPD 

C4 = Perda Standar Pel. Publik 

C5 = Keberadaan SOP

D. AKUNTABILITAS

D1 = Media informasi

D2 = Opini BPK

D3 = Rasio temuan BPK RI

D4 = E-procurement

D5 = Survey kepuasan

E. EFEKTIVITAS

E1 = Kinerja pendidikan

E2 = Kinerja kesehatan

E3 = Kinerja pekerjaan umum

E4 = Kinerja lingkungan hidup

E5 = Kinerja prc. pembanguna

F1 = Kemiskinan

F2 = Pengangguran

F3 = Indeks Gini

F4 = Pertumbuhan Ek.

F5 = IPM

F6 = IKLH

G1 = Listrik

G2 = Buta Huruf

G3 = APM SD

G4 = Imunisasi

G5 = Sanitasi

G6 = Air Minum

(Heriwibowo, Juanda, Hadi, Supono, 2014)BJ-IPB



Indikator Pembeda

1. Konsistensi prioritas belanja 

2. Implementasi SPM

3. Proporsi belanja pegawai, barang & jasa, 

modal, subsidi, hibah & bansos

4. Waktu penetapan Perda APBD 

5. Waktu penyampaian LPPD

6. Ketersediaan media informasi

7. Ketersediaan e-procurement

8. Kinerja kesehatan, PU, LH, listrik, sanitasi, 

pertumbuhan ekonomi, IPM

Klaster-2Klaster-1

Aceh, Gorontalo, Kalbar,
Benkulu, Malut, Maluku,
NTB, NTT, Papua, Papbar

Sulteng, Sultengra

Bali, Banten, Lampung, DKI,
Jambi, Jabar, Jateng, jatim, 

Kalsel, Kalteng, Kaltim, Babel, 
Riau, Sulsel, Sulut, Sulbar, 

Sumsel, Sulut, Sumbar, 
Sumsel, Sumut, Yogyakarta

(Heriwibowo, Juanda, Hadi, Supono, 2014)

MODEL Kualitas Belanja
Provinsi di Indonesia

BJ-IPB



Kesesuaian prioritas (A1) 

Implementasi SPM (A2)

Prioritas Renja SKPD (A3)

Prioritas RKA SKPD (A4)

Prioritas DPA SKPD (A5)

PB Pegawai 

(B1)

PB barang 

& jasa (B2)

PB 

Modal 

(B3)

PB Sub, Hibah 

Bansos (B4)

KW Perda APBD (C1)

KW Lap. Keuangan (C2)

KW Laporan LPPD (C3) 

Keberadaan SOP (C5)

Med. 

Info

(D1)

Opini 

BPK (D2)

E-proc. 

(D4)

0,550
EFFECT

1,000
SQUALITY

0,687

TIME

0,810

PRIO

R

0,775
ALLOC

0,742
ACCOU

N

0,445

0,932

0,966

0,938

0,493

0,480

0,506

0,637

0,744

0,701 0,757 0,640

0,822 0,797 0,493 0,745

0,211

0,417

0,145

0,192

0,435

0,355

0,142
0,107

0,392

0,362

Kluster-1

8
indikator

(Heriwibowo, Juanda, Hadi, Supono, 2014)

MODEL Kualitas Belanja
Provinsi di Indonesia

BJ-IPB



Kesesuaian prioritas (A1) 

Implementasi SPM (A2)

Prioritas Renja SKPD (A3)

Prioritas RKA SKPD (A4)

Prioritas DPA SKPD (A5)

PB Pegawai 

(B1)

PB barang 

& jasa (B2)

PB 

Modal 

(B3)

PB Sub, Hibah 

Bansos (B4)

KW Perda APBD (C1)

KW Lap. Keuangan (C2)

KW Laporan LPPD (C3) 

Keberadaan SOP (C5)

Med. 

Info

(D1)

Opini 

BPK (D2)

E-proc. 

(D4)

0,535
EFFECT

1,000
SQUALITY

0,594

TIME

0,803

PRIO

R

0,566
ALLOC

0,719
ACCOU

N

0,460

0,815

0,829

0,831

0,388

0,441

0,496

0,702

0,678

0,825 0,513 0,682

0,776 0,390 0,698 0,368

0,125

0,425

0,306

0,079

0,452

0,333

0,420
0,225

0,375

0,387

Kluster-2

8
indikator

(Heriwibowo, Juanda, Hadi, Supono, 2014)

MODEL Kualitas Belanja
Provinsi di Indonesia

BJ-IPB



Belanja 
Brg & 
Jasa

Belanja 
Modal

Subsidi, 
Hibah 

dkk

Indeks Gini 
t+1

PDRB Per 
Kapita t+1

IPM t+1

Laporan Keuangan

Penyampaian LPPD

Keberadaan Perda SPP

Prioritas dlm Renja SKPD

Prioritas dlm RKA SKPD

Prioritas dlm DPA SKPD

Media Informasi

Opini BPK

Rasio Temuan BPK

Ketersediaan e-procurement

Kinerja 
Pendidikan
Kinerja 
Kesehatan
Kinerja Pekerjaan 
Umum

Kinerja Lingkungan Hidup

Kinerja Perencanaan 
Pembangunan

MODEL Kualitas Belanja
di Provinsi Banten

Model kualitas belanja terpilih yang sudah 
tidak ada lagi indikator yang tidak signifikan 
dan tidak ada path coefficient yang negatif

Kualitas belanja dipengaruhi secara langsung oleh 
konstruk ketepatan waktu, alokasi beanja, 
akuntabilitas dan transparansi serta efektivitas belanja 
pemerintah

(Wahyuni, Juanda dan Fahmi, 2014)
BJ-IPB



>3.25 (Sangat Tinggi)

< 1.75 (Rendah)

>2.50-3.25 (Tinggi)

>1.75-2.50  (Sedang)

PETA KUALITAS BELANJA  PROVINSI BANTEN TAHUN 2009 & 2013

Tahun 2009 Tahun 2013

(Wahyuni, Juanda dan Fahmi, 2014)
BJ-IPB



IDENTIFIKASI INDIKATOR KUALITAS BELANJA DAERAH

MODEL Kualitas Belanja
di Provinsi Lampung

(Ramadhan dan Juanda, 2018)
BJ-IPB



KERAGAAN KUALITAS BELANJA DI PROVINSI LAMPUNG

a) 2011 b) 2015

Sangat Tinggi

Tinggi

Sedang

Rendah

(Ramadhan dan Juanda, 2018)
BJ-IPB



IDENTIFIKASI INDIKATOR KUALITAS BELANJA DAERAH

MODEL Kualitas Belanja
di Provinsi Jawa Barat

(Hutaria dan Juanda, 2018)
BJ-IPB



Keragaan Model Kualitas Belanja di Jawa Barat

Departemen Ilmu Ekonomi 
Fakultas Ekonomi Manajemen FEM-IPB

a. (2012) a. (2015) 

Ket. Rendah Sedang Tinggi Sangat tinggi

(Hutaria dan Juanda, 2018)
BJ-IPB



Hubungan antara Dana Transfer dan
Ketimpangan Wilayah

Dampak Dana Transfer thd beberapa Indikator Kinerja Pembangunan
(Kerangka Model Simultan)

BJ-IPB



Model Dugaan in First Stage Regression

Explanatory Variables

Dependent Variables

Ln_BelModal Ln_BelAdm

Ln_DAU 0.125 0.535***

(0.187) (0.000)

Ln_DBH 0.349*** 0.144***

(0.000) (0.000)

Ln_DAK 0.396*** 0.002

(0.000) (0.953)

Ln_Oth-TF -0.047 0.119***

(0.276) (0.000)

Ln_PAD 0.192*** 0.186***

(0.000) (0.000)

Constant 0.540 1.186***

(0.525) (0.000)

Observations 160 160

P-Values in parentheses

R-squared 0.902 0.977
*** p<0.001, ** p<0.01, * p<0.05

Source: CBS and DGFB. Province as observational unit in 2011-2015

DBH, DAK & PAD mempunyai
pengaruh positif signifikan thd
belanja modal, sedangkan utk
respons belanja administratif, 
factor yg berpengaruh positif
signifikan adalah DAU, DBH, 
dana transfer lainnya & PAD.

Pentingnya DAK yg
dialokasikan ke daerah
tertentu utk mendanai
kegiatan tertentu sesuai
priorits nasioanal.

DAK untuk belanja
infrastrukturharus diarahkan
ke daerah prioritas shg akan
mendorong pertumbuhan
output daerahnya dan
akhirnya mengurangi
ketimpangan wilayah.
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Model Dugaan in Second Stage Regression

Explanatory Variables

Alt_Model Model Dugaan

Ln_PDRB Ln_PDRB

Ln_Belanja Adm -1.584***

(0.000)

Ln_Belanja Modal 1.231*** 0.285***

(0.000) (0.000)

APMsma 0.022*** 0.009***

(0.000) (0.000)

Ln_PMTB 0.556*** 0.711***

(0.000) (0.000)

Ln TK 0.831*** 0.129***

(0.000) (0.000)

_constant 9.763* -5.285***

(0.013) (0.000)

N          160 160

R-sq  0.919 0.967

p-values in parentheses

Sumber: BPS dan DJPK. Provinsi sebagai unit observasi dlm 2011-2015

Semua variabel determinan
mempengaruhi pertumbuhan
ekonomi. Variabel Pembentukan
Modal tetap merupakan factor 
dengan elastisitas yang tinggi, 
dimana kenaikan 1% dalam PMTB 
dpt menaikkan pertumbuhan
ekonomi 0,711%. Sedangkan
kenaikan 1% dlm belanja modal 
dpt menaikkan pertumbuhan
ekonomi 0.285%, masih lebih
besar dari elastisitas TK.  

Menariknya, model ini
menunjukkan bhw pendidikan
(APMsma) merupakan factor yg
pentinguntuk meningkatkan
output nasional (e=0.9)
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Faktor-faktor yang mempengaruhi belanja 

modal menurut wilayah Barat dan Timur
Nasional KBI KTI

Peubah Penjelas LBelModal LBelModal LBelModal

Ldausp 0.125 0.371** -0.169

Ldbhsp 0.349*** 0.293*** 0.429***

Ldaksp 0.396*** 0.181* 0.524***

Lgablainsp -0.047 -0.011 -0.041

Lpadsp 0.192*** 0.188*** 0.261***

Constant 0.540 -0.304 1.511

Observations 160 79 81

P-Values in parentheses

R-squared 0.902 0.910 0.941

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

Pengaruh DAK, DBH dan PAD terhadap Belanja Modal lebih tinggi di wilayah timur (daerah
prioritas).
Pengaruh DAU signifikan positif terhadap belanja modal di wilayah barat.
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Faktor-faktor yang mempengaruhi PDRB 

menurut wilayah Barat dan Timur
Nasional KBI KTI

Variabel Penjelas LPDRB LPDRB LPDRB

Lbmodalsp 0.341*** 0.369** 0.409***

Lpmtb 0.666*** 0.606*** 0.694***

Ltkag 0.135*** 0.157* -0.044

Lipm 0.009 0.018* -0.006

Constant -5.393 -4.752 -4.869

Observations 160 79 81

P-Values in parentheses

R-squared 0.962 0.969 0.946

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

Pengaruh Belanja modal dan PMTB terhadap PDRB lebih tinggi di wilayah timur (daerah
prioritas).
Pengaruh TK signifikan positif terhadap PDRB di wilayah barat.
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Peranan Wilayah dalam Output Nasional (PDB Nominal), Th 2000-2015

Sumber: BPS, Data diolah

Ketimpangan (ekonomi) Wilayah masih
tinggi. Daerah Jawa-Bali masih pusat
perekonomian.

Kontribusi Luar Jawa-Bali (kecuali
Kalimantan) meningkat. 
Sementara, Kontribusi Jawa-Bali menurun… 
(sebagian krn pengaruh dana transfer??)
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Distribusi Dana Transfer di Indonesia, 2001-2015

2001 2005 2015

Sumatera 27.2% 28.2% 27.2%

Jawa-Bali 41.5% 38.4% 33.3%

Kalimantan 13.5% 15.2% 11.5%

Sulawesi 7.9% 8.0% 11.8%

NT-Maluku 5.9% 6.3% 7.7%

Papua 3.9% 3.9% 8.6%

0.0%
5.0%

10.0%
15.0%
20.0%
25.0%
30.0%
35.0%
40.0%
45.0%

Sumatera Jawa-Bali Kalimantan Sulawesi NT-Maluku Papua
Sumber: Direktorat jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK), Kemenkeu RI
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FORMULA PENGALOKASIAN DANA INSENTIF DAERAH (DID)
Perbaikan formula untuk lebih memacu perbaikan kinerja daerah di bidang pengelolaan keuangan, 

pelayanan pemerintahan umum, pelayanan dasar publik, dan kesejahteraan masyarakat.

EKSISTING 2017 TAHUN 2018

Alokasi
Rp8,5 T

Naik Rp1,0 triliun dari APBNP 2017

(Kemenkeu, 2018)BJ-IPB



KATEGORI PENGELOLAAN KEUANGAN,
PELAYANAN DASAR PUBLIK & KESEJAHTERAAN

(1) Indikator Pengelolaan Keuangan dan Kesehatan Fiskal APBD:

• Local Taxing Power (Realisasi PDRD/PDRB Non Migas)
• Quality of Spending: (Realisasi Belanja Modal/Realisasi Belanja)
• Quality of Budget Planning: (Realisasi Belanja APBD/Pagu Belanja 

APBD)
• Fiscal space: (Realisasi Pendapatan Nonearmarked/Realisasi 

Pendapatan)
• Realisasi SILPA/Total Belanja

(5) Indikator Kesejahteraan Masyarakat

(Pengentasan Kemiskinan dan Peningkatan Kualitas Hidup):

• Persentase Penduduk Miskin (persentase penduduk dibawah Garis 
Kemiskinan)

• Indeks Pembangunan Manusia

(2) Indikator Pelayanan Dasar Publik Bidang Pendidikan:

• Rata-rata lama sekolah (RLS) penduduk berusia 15 atau 25 tahun ke atas

• Angka Partisipasi Murni SMP (APM SMP)

• Harapan Lama Sekolah (HLS)

(3) Indikator Pelayanan Dasar Publik Bidang Kesehatan:

• Persentase Baduta Stunting

• Persentase bayi lima tahun yang mendapatkan imunisasi lengkap 

• Persentase persalinan ditolong tenaga kesehatan

(4) Indikator Pelayanan Dasar Publik Bidang Infrastruktur:

• Persentase Rumah Tangga dengan Akses Air Minum yang Layak 

• Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi yang Layak

• Persentase Jalan dengan Kondisi Pelayanan Mantap

Penentuan kategori nilai masing-masing 
level pemerintahan (12 kategori nilai AA+ 
s.d. DD-)

Penentuan daerah Penerima: 

Berdasarkan kategori nilai tertentu (BB) 

Penetapan Alokasi Per Daerah : 

Nilai Kategori sesuai cluster Pagu Alokasi 
per daerah

Mekanisme Penilaian

Daerah Penerima Alokasi:
Daerah dengan kategori nilai tertentu (minimal BB)
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AA+ 78,3 90,2 83,7 88,0 81,5 72,2 88,1 78,3 90,3 83,7 82,3 84,1 79,4 78,4 76,6

AA 74,1 83,9 78,8 81,3 76,1 69,0 82,7 73,6 84,9 79,6 78,8 79,3 74,7 74,6 73,1

AA- 70,0 77,7 73,9 74,6 70,7 65,8 77,3 68,9 79,5 75,5 75,2 74,5 70,1 70,8 69,6

BB+ 65,8 71,5 69,0 68,0 65,2 62,6 71,9 64,2 74,1 71,3 71,6 69,7 65,4 67,1 66,1

BB 61,7 65,2 64,1 61,3 59,8 59,4 66,5 59,5 68,7 67,2 68,0 64,9 60,7 63,3 62,6

BB- 57,5 59,0 59,2 54,6 54,4 56,1 61,1 54,8 63,4 63,1 64,5 60,1 56,1 59,5 59,1

CC+ 53,4 52,7 54,3 47,9 48,9 52,9 55,7 50,1 58,0 58,9 60,9 55,3 51,4 55,7 55,6

CC 49,2 46,5 49,4 41,3 43,5 49,7 50,3 45,4 52,6 54,8 57,3 50,5 46,7 51,9 52,2

CC- 45,1 40,2 44,5 34,6 38,0 46,5 44,9 40,7 47,2 50,7 53,8 45,7 42,1 48,1 48,7

DD+ 40,9 34,0 39,6 27,9 32,6 43,2 39,5 36,0 41,8 46,6 50,2 40,9 37,4 44,3 45,2

DD 36,7 27,8 34,6 21,2 27,2 40,0 34,1 31,3 36,5 42,4 46,6 36,1 32,7 40,5 41,7

DD- 32,6 21,5 29,7 14,5 21,7 36,8 28,7 26,6 31,1 38,3 43,1 31,3 28,1 36,8 38,2

Kabupaten Kota Provinsi

Nilai Variabel = 

Total nilai peningkatan kinerja + Total Nilai Akhir Capaian Kinerja

2

Perhitungan selisih rasio variabel 
tahun t-1 dan tahun t-2 

Perhitungan indeks variabel 
tahun t-1

Nilai peningkatan kinerja 
(delta)

Nilai akhir capaian 
kinerja

Pengelompokan berdasarkan 
kuartil

Pemberian nilai (minimal 0, 
maksimal 4)

Pemberian nilai (minimal 1, 
maksimal 4)

Total nilai peningkatan kinerja
Total nilai akhir capaian 

kinerja

(Kemenkeu, 2018)BJ-IPB
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Pemeringkatan

Indikator Kesehatan
Fiskal

Realisasi PAD / Realisasi Total 
Pendapatan Daerah

Realisasi Belanja Modal / Realisasi
Total Belanja APBD

Realisasi Belanja APBD / Pagu Belanja
APBD

(Realisasi Total Pendapatan-Realisasi
Total Belanja Earmarked)/ Realisasi

Total Pendapatan APBD

Defisit APBD / Total Pendapatan
APBD

Indikator Pelayanan
Dasar Publik

Indikator Pengentasan
Kemiskinan

Angka Rata-Rata Lama Sekolah

Persentase Balita dengan Gizi Buruk

Persentase Rumah Tangga Menurut
Akses Terhadap Sanitasi Layak

Persentase Rumah Tangga Menurut
Akses Terhadap Air Minum Layak

Tingkat Kemiskinan

Tingkat Pengangguran

Output 1 Output 2 Output 3

PMK Nomor 266/PMK.07/2015 dan PMK Nomor 
198/PMK.07/2016 tentang  Pemeringkatan 
Kesehatan Fiskal dan Pengelolaan Keuangan Daerah

(Kemenkeu, 2018)
BJ-IPB
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Mengalami penurunan prevalensi
berturut-turut selama 3 tahun

• Apakah signifikan penurunannya?

• Mengapa bisa?

• Apa saja yang telah dilakukan?

• Adakah program khusus daerah?

• PERLU PENELITIAN LEBIH LANJUT !!

PREVALENSI STUNTING (TB/U)

BALITA USIA 0-59 BULAN, PER PROVINSI
(PEMANTAUAN STATUS GIZI 2015-2017)

8 PROVINSI
mengalami

PENINGKATAN 
PREVALENSI 

berturut-turut
selama 3 tahun

• Mengapa 
bisa?

• Apakah 
karena faktor 
sensitif atau 
spesifik?

BJ-IPB



INTERVENSI 

STUNTING

GIZI SPESIFIK
(berkontribusi 30%)

GIZI SENSITIF
(berkontribusi 70%)

- Kegiatan dilakukan oleh sektor
kesehatan. 

- Ditujukan khusus untuk 1000 Hari 
Pertama Kehidupan (HPK)

- Bersifat jangka pendek
- Hasilnya didapat dalam waktu

relatif pendek

- Kegiatan pembangunan diluar 
sektor kesehatan.

- Sasaran masyarakat umum 

- Bersifat jangka panjang

INTERVENSI STUNTING 

BJ-IPB



RENCANA AKSI K/L INTERVENSI GIZI SENSITIF 

KEMENDIKBUD
• PAUD dengan muatan pendidikan gizi dan kesehatan
• Pendidikan Kesehatan Reproduksi dan gizi untuk anak

sekolah dan Remaja

KEMENPUPR
• Sarana air bersih dan sanitasi

KEMEN. PERINDUSTRIAN
• Pembinaan iodidasi industri garam rakyat
• Pengawasan fortifikasi garam beryodium

KEMENSOS
• Bantuan Pangan Non-Tunai dengan sumber 

protein (telur)
• PKH, pemanfaatan fasilitator untuk pendidikan gizi 

dan pemantauan kepatuhan layanan kesehatan

KEMENDAGRI
• Nomor Induk Kependudukan
• Akta kelahiran
• Fasilitasi program dan kegiatan gizi dalam APBD

KEMENDESPDTT
• Pengangaran Dana Desa untuk kegiatan gizi

KEMENKEU
• Dana Insentif Daerah

KEMENTAN
•Ketahanan pangan
•Pemanfaatan Pekarangan Rumah Tangga

BPOM
• Keamanan pangan
• Monitoring pangan terfortifikasi di lapangan secara 

berkala

BKKBN
•Pendidikan Kesehatan Reproduksi untuk Remaja termasuk 
madrasah dan pondok pesantren
•Bina Keluarga Balita untuk peningkatan pengetahuan dan 
keterampilan orang tua dan anggota kelurga lain dalam 
pembinaan tumbuh kembang anak sejak dalam kandungan

KEMENAG
•Pendidikan gizi dan kesehatan kepada calon 
pengantin melalui KUA
•Pendidikan Kesehatan dan 
gizi untukdi madrasah dan pondok pesantren
•Mendorong peran serta ulama untuk 
pendidikan gizi dan kesehatan
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Semoga bermanfaat
Sampai ketemu di topik yang lain

Terima kasih
(Salam, BJ)
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